
MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFOR]\{ASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MBNTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2013

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme
Pegawai Negeri sipil dalam melaksanakan tugas di bidang
kajian dan analisis kebijakan publik dan untuk
meningkatkan kinerja organisasi perlu ditetapkan jabatan
fungsional Analis Kebijakan;

bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2or2
tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka
Kreditnya dipandang belum dapat memenuhi tuntutan
kualitas dan kebutuhan sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional
Analis Kebijakan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor B Tahun r97 4 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah
diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

b.

c.

2. Undang-Undang ....
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor +4371 sebagaimana
telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aSaa\;

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun L966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L966 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
27e7);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun L994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun L994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547\, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipit (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor L94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2OO3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor L22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 43321;

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2OOZ (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aL92l;

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4OLT),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor t2 Tahun 2oo2 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a193);

3.

4.

5.

6.

7.

8. Peraturan ....
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a0 19);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik' Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2oo9 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun TOLO tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 201 I tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor !2r,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

L2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2OOg tentang
Pembentukan dan organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun ZOI3 Nomor 12S);

13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, T\:gas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, T\.rgas, Dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 56
Tahun 2OL3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OL3 Nomor L26l;

14. Peraturan Presiden Nomor ST Tahun 2OIg tentang
Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor l ZTl;

15. Keputusan Presiden Nomor 8T Tahun Lggg tentang
Rumpun Jabatan Fungsional pegawai Negeri sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2oL2 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

16. Keputusan ...
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16. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2O11;

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGI(A KREDITNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan
fungsional tertentu yang mempunyai nang litgkup tugas,
tanggungiawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian
dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat
dan Daerah.

2. Analis Kebijakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang
diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk
melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam
lingkungan instansi Rrsat dan Daerah.

3. Kajian dan Analisis Kebdakan adalah kegiatan mengkaji
dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-
prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi
dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu danlatau
menyelesaikan masalah-masalah publik.

4. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Analis
Kebijakan adalah tim penilai yang dibentuk dan
ditetapkan oleh pejabat yang benvenang dan bertugas
menilai prestasi kerja dan menentukan angka kredit
Analis Kebijakan.

5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus
dicapai oleh pejabat fungsional Analis Kebijakan dalam
rangka pembinaan dan pengembangan karier yang
bersangkutan.

6. Tanda PenghargaanfTanda Jasa adalah tanda
kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya
Lencana Karya Satya sesuai peraturan perundang-
undangan.

7. Organisasi profesi adalah organisasi profesi Analis
Kebijakan.

BAB II ...
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BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK
Bagian Kesatu

Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan termasuk dalam
rumpun manajemen.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) Analis Kebijakan berkedudukan sebagai pelaksana
fungsional di bidang kajian dan analisis kebijakan pada

instansi pusat dan daerah.

(21 Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan jabatan karier.

Bagian Ketiga
T\rgas Pokok

Pasal 4

T\-rgas pokok Analis Kebijakan yaitu melaksanakan kajian dan
analisis kebijakan.

BAB III
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
adalah Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 6

(1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

antara lain mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan
fungsional Analis Kebijakan;

b. menJrusun pedoman formasi jabatan fungsional Analis
Kebijakan;

c. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional
Analis Kebijakan;

d. mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Analis
Kebijakan;

e. mensosialisasikan jabatan fungsional Analis
Kebijakan;

f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan
fungsional dan teknis fungsional Analis Kebijakan;

g. menyelenggarakan ...
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g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

fungsional dan teknis Analis Kebijakan;

h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional

Analis Kebijakan;

i. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Analis

Kebijakan

j. memfasilitasi penyusunan etika profesi dan kode etik
Analis Kebijakan;

k. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada

Tim Penilai jabatan fungsional Analis Kebijakan; dan

1. melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka
penjaminan kualitas jabatan fungsional Analis

Kebijakan

(21 Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas

pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan jabatan

fungsional Analis Kebijakan secara berkala sesuai dengan

perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV
JENJANG JABATAN

Pasal 7

(1) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Tingkat Ahli
dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi,
yaitu:

a. Analis Kebdakan Pertama;

b. Analis Kebijakan Muda;

c. Analis Kebijakan Madya; dan

d. Analis Kebijakan Utama.

(21 Jenjang Pangkat dan golongan ruang Analis Kebijakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB V
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI DALAM

PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

(1) Unsur kegiatan jabatan fungsional Analis Kebijakan yang
dapat dinilai angka kreditnya terdiri dari :

a. unsur ...
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a. unsur utama; dan

b. unsur penunjang.

(2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a terdiri atas sub unsur:

a. pendidikan;

b. kajian dan analisis kebijakan; dan

c. pengembangan profesi.

(3) Sub unsur kajian dan analisis kebijakan terdiri dari:

a. melakukan riset dan analisis kebijakan;

b. memberikan rekomendasi kebijakan;

c. melakukan komunikasi, koordinasi, advokasi,
konsultasi dan negosiasi kebijakan; dan

d. melakukan publikasi hasil kajian kebijakan.

(41 Sub unsur pengembangan profesi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:

a. memperoleh ijazah /gelar kesarjanaan lainnya;

b. membuat modul bahan ajar diklat kebijakan;

c. membuat model kebijakan sebagai bahan diklat
kebijakan;

d. membuat alat bantu diklat kebijakan;

e. membuat audio visual untuk diklat kebijakan;

f. mengembangkan buku pedoman tentang kebijakan;

g. menJrusun/mengembangkan juklak/juknis di bidang
analisis kebijakan;

h. memperoleh gelar kehormatan akademis; dan

i. memperoleh penghargaan, tanda jasa, tanda
kehormatan atau penghargaan lainnya.

(5) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurrf b, terdiri atas:

a. mengaj ar f melatih pada diklat kebijakan;

b. berperan aktif dalam seminar/ lokakaryalkonferensi/
delegasi ilmiah di bidang kebijakan

c. menjadi pengurus/anggota dalam organisasi profesi
analis kebijakan;

d. menjadi tim penilai angka kredit jabatan fungsional
Analis Kebijakan;

(6) Rincian ...
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Rincian kegiatan dan satuan hasil dari masing-masing
unsur dan sub unsur sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1), ayat (21 dan ayat (5) diberikan angka kredit
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Angka kredit kegiatan sub unsur kajian dan analisis
kebijakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
merupakan angka kredit paling tinggi yang dapat
diberikan per satu satuan hasil kegiatan Analis Kebijakan.

Pasal 9

Analis Kebijakan Pertama sampai dengan Analis
Kebijakan Utama dapat melaksanakan seluruh kegiatan
pada sub unsur kajian dan analisis kebijakan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I baik secara
individual maupun dalam tim berdasarkan penugasan
secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang
bersangkutan.

Pemberian angka kredit bagi Analis Kebijakan Pertama
sampai dengan Analis Kebijakan Utama yang
melaksanakan kegiatan sub unsur kajian dan analisis
kebijakan baik secara individual maupun dalam tim
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan kriteria dan prosedur penyusunan satuan
hasil yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Lembaga
Administrasi Negara.

Pasal 10

Pada awal tahun, setiap Analis Kebijakan wajib menyusun
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan
dalam 1 (satu) tahun berjalan.

SKP disusun berdasarkan tugas pokok Analis Kebijakan
yang bersangkutan.

SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit
Kerja.

Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan
ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal 1 1

Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus
dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat
diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat
Analis Kebijakan setingkat lebih tinggi untuk:

(71

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

a. Analis ...
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a. Analis Kebijakan dengan pendidikan Sarjana (S 1)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;

b. Analis Kebdakan dengan pendidikan Magister (S2)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

ini; dan

c. Analis Kebijakan dengan pendidikan Doktor (S3)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(21 Jumlah angka kredit yang harus dikumpulkan untuk
kenaikan pangkat/jabatan Analis Kebijakan setingkat

tebih tinggi berasal dari:

a. unsur utama, paling rendah 80% dari jumlah angka
kredit yang diPersYaratkan;

b. unsur penunjang, paling banyak 2Oo/o dari jumlah
angka kredit yang dipersyaratkan.

Pasal 12

Analis Kebijakan Madya, Pangkat Pembina, golongan ruang

IV la yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama,
golongan ruang IY le disyaratkan mengumpulkan angka

kredit dari unsur pengembangan profesi.

Pasal 13

(1) Analis Kebijakan yang telah memiliki angka kredit yang

diperoleh dari pelaksanaan tugas pokok melebihi angka
kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka
kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan
j abatan/ pangkat berikutnya.

(21 Analis Kebijakan yang telah memenuhi atau memiliki
angka kredit melebihi dari yang dipersyaratkan untuk
kenaikan jabatan danf atau pangkat pada tahun pertama
dalam masa jabatan danlatau pangkat yang didudukinya,
pada tahun kedua diwajibkan memenuhi paling kurang
20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka
kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan
dtrlatau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari
tugas pokok.

Pasal 14 ...
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Pasal 14

Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan

ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib
memenuhi paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit
dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

BAB VII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 15

(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian dan
penetapan angka kredit, setiap Analis Kebijakan wajib
mendokumentasikan seluruh satuan hasil yang diperoleh
sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

(21 Hasil penilaian angka kredit dalam SKP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit melalui sekretariat
tim penilai sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan

angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat
lebih tinggi.

(3) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.

BAB VIII
TIM PENILAI, PB-IABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA

KREDIT, DAN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN
ANGKA KREDIT
Bagian Kesatu

Tim Penilai

Pasal 16

(1) Untuk menjamin objektivitas penilaian dan penetapan
angka kredit, pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit dibantu Tim Penilai jabatan fungsional Analis
Kebijakan.

(2) Tim penilai jabatan fungsional Analis Kebijakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas
memberikan pertimbangan terhadap hasil penilaian angka
kredit dalam SKP dan angka kredit pelaksanaan tugas
penunjang Analis Kebij akan.

(3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari :

a. Tim ...



a.
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Tim Penilai bagi Kepala Lembaga Administrasi Negara

atau pejabat eselon I yang ditunjuk sebagai pejabat
yang berwenang menetapkan angka kredit yang
selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;

Tim Penilai bagi Pimpinan Instansi Pusat atau pejabat
eselon II yang ditunjuk sebagai pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit yang selanjutnya
disebut Tim Penilai Instansi;

Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau
Pejabat Eselon II yang ditunjuk sebagai pejabat yang
benvenang menetapkan angka kredit, yang selanjutnya
disebut Tim Penilai Provinsi; dan

Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah KabupatenlKota
atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk sebagai pejabat
yang benvenang menetapkan angka kredit, yang
selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupatenf Kota.

Pasal 17

Tim Penilai jabatan fungsional Analis Kebijakan terdiri
dari pejabat yang berasal dari unsur teknis yang
membidangi Analis Kebijakan, unsur kepegawaian, dan
pejabat fungsional Analis Kebijakan.

Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.

Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat
fungsional Analis Kebtjakan.

Anggota Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota pada ayat
(21 huruf c, paling sedikit 1 (satu) orang dari unsur BKD
Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.

Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama
dengan jabatan/pangkat Analis Kebijakan yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai
prestasi kerja Analis Kebijakan; dan

c. dapat aktif melakukan penilaian.

d.

(1)

(21

(3)

(4)

(s)

(6)

(7) Apabila ...
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(71 Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi dari Analis
Kebijakan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari
Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk
menilai prestasi kerja Analis Kebijakan.

Pasal 18

(1) Apabila Tim Penilai Instansi belum terbentuk, penilaian
angka kredit Analis Kebdakan dapat dimintakan kepada
Tim Penilai Pusat.

(2) Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian
angka kredit Analis Kebijakan dapat dimintakan kepada

Tim Penilai Provinsi lain yang terdekat atau Tim Penilai
Pusat.

(3) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk,
penilaian angka kredit Analis Kebijakan dapat dimintakan
kepada Tim Penilai KabupatenlKota terdekat, Provinsi
lain yang terdekat, atau Tim Penilai Pusat.

(4) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai

ditetapkan oleh:

a. Kepala Lembaga Administrasi Negara atau pejabat
eselon I yang ditunjuk untuk Tim Penilai Pusat;

b. Pimpinan Instansi Pusat atau pejabat eselon II yang
ditunjuk untuk Tim Penilai Instansi;

c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi;
dan

d. Sekretaris Daerah KabupatenlKota untuk Tim Penilai
Kabupatenf Kota.

Pasal 19

(1) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun
dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan
berikutnya.

(21 Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota tim
penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat
diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang
waktu 1 (satu) masa jabatan.

(3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai,
maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim
Penilai pengganti.

Pasal 20

Tata kerja Tim Penilai jabatan fungsional Analis Kebijakan
dan tata cara penilaian angka kredit Analis Kebijakan
ditetapkan Instansi Pembina.

Bagian Kedua ...
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Bagian Kedua

Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 2L

Usul Penetapan angka kredit Analis Kebijakan diajukan oleh:

a. Pejabat Eselon II yang membidangi kepegawaian pada

masing-masing instansi Pusat dan Sekretaris Daerah
Provinsi/ KabupatenlKota kepada Kepala Lembaga
Administrasi Negara bagi Analis Kebijakan Madya,
pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai
dengan Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama,
golongan ruang lY /e di lingkungan Instansi Fusat,
Provinsi, dan Kabupaten I Kota.

b. Pejabat Eselon II atau pejabat lain yang ditunjuk paling
rendah eselon III yang membidangi kepegawaian kepada
Pimpinan instansi atau pejabat eselon II yang ditunjuk
bagi Analis Kebijakan Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang lllla sampai dengan Analis Kebijakan
Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IY la yang
bekerja di lingkungan masing-masing Instansi Pusat.

c. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada
Sekretaris Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota atau Pejabat
Eselon II yang ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang III I a sampai
dengan Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina,
golongan ruang lY la di lingkungan Provinsi/Kabupatenl
Kota.

Bagian Ketiga
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 22

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:

a. Kepala Lembaga Administrasi Negara atau pejabat eselon I
yang ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis
Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan
ruang lY le di lingkungan Lembaga Administrasi Negara
dan bagi Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina
Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Analis
Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan
ruang lV le di lingkungan instansi pusat dan instansi
Provin si / Kabupaten / Kota.

b. Pimpinan ...
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b. Pimpinan Instansi Pusat atau pejabat eselon II yang

ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama, Pangkat Penata
Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis
Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a
di lingkungan Instansi masing-masing.

c. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang
ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama, pangkat Penata
Muda, golongan ruang III I a sampai dengan Analis
Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV la
di lingkungan Provinsi.

d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat Eselon II
yang ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis
Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang lY /a
di lingkungan Kabupaten / Kota.

Pasal 23

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang
benvenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk
mempertimbangkan kenaikan parlgkat dan jabatan Analis
Kebijakan sesuai dengan peraturan perurndang-undangan.

(21 Hasil penetapan angka kredit yang ditetapkan oleh
Pimpinan instansi, Sekretaris Daerah Provinsi, dan
Sekretaris Daerah KabupatenlKota disampaikan kepada
Instansi Pembina.

BAB IX
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 24

Pejabat yang berwenang mengangkat PNS dalam jabatan
Analis Kebijakan adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Pegawai Negeri Sipil yang di angkat untuk pertama kali
dalam jabatan Analis Kebijakan harus memenuhi syarat:

a. berijaaah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV;

b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang
IIr I a;

c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
fungsional untuk Analis Kebijakan; dan

d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam
1 (satu) tahun terakhir.

(2) Bagi ...
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(2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang di angkat untuk pertama
kali dalam jabatan Analis Kebijakan dengan ijazah
Magister (S2) dari perguruan tinggi yang paling kurang
terakreditasi B, dapat diangkat dalam jabatan Analis
Kebijakan Pertama dengan pangkat Penata Muda Tingkat
I golongan ruang III/b.

(3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang di angkat untuk pertama
kali dalam jabatan Analis Kebijakan dengan ijazah Doktor
(S3) dari perguruan tinggi yang paling kurang
terakreditasi B, dapat diangkat dalam jabatan Analis
Kebijakan Muda dengan pangkat Penata golongan ru.ang
III / c.

(4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi
jabatan fungsional Analis Kebijakan ytrLg telah ditetapkan
melalui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

(5) Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat
menjadi Pegawai Negeri Sipil harus diangkat dalam
Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

(6) Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan
fungsionallteknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, diatur lebih lanjut oleh Kepala Lembaga
Administrasi Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina
Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

Pasal 26

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke
dalam jabatan Analis Kebijakan dapat dipertimbangkan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. berijazah paling rendah magister (S2) dari perguruan
tinggi paling kurang terakreditasi B,

b. pangkat paling rendah Penata, golongan ruang IIl/c;

c. lulus uji kompetensi;

d. memiliki kompetensi analisis kebijakan yang
dibuktikan dari pengalaman jabatan paling kurang 5
tahun secara kumulatif;

e. tersedia formasi untuk jabatan Analis Kebijakan;

f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalarn 2
(dua) tahun terakhir; dan

g. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

(2) Ketentuan ...
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(21 Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Analis
Kebijakan, diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

BAB X
KOMPETENSI

Pasal 27

(1) PNS yang menduduki jabatan fungsional Analis Kebijakan
harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan
jenjang jabatan.

(2) Kompetensi Analis Kebijakan meliputi:

a. kemampuan analisis;
b. kemampuan politis (political skill);

(3) Penjaminan pemenuhan standar kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (21 dilakukan melalui uji
kompetensi.

(4) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan
pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.

BAB XI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 28

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme,
Analis Kebijakan harus diikutsertakan pendidikan dan
pelatihan.

(21 Pendidikan dan pelatihan yang diberikan bagi Analis
kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan diklat.

(3) Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan bagi Analis
Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara
lain dalam bentuk:

a. pendidikan formal;

b. pendidikan dan pelatihan fungsional;

c. pendidikan dan pelatihan teknis.

(4) Pendidikan formal bagi Analis Kebijakan untuk jenjang
pendidikan yang lebih tinggi dapat ditempuh melalui
pemberian tugas belajar atau ijin belajar.

(5) Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan serta
pedoman penyusunan analisis kebutuhan diklat jabatan
fungsional Analis kebijakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan (21 lebih lanjut ditetapkan oleh instansi
pembina.

BAB XII ...
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BAB XII
FORMASI

Pasal 29

(1) Penetapan formasi Analis Kebijakan didasarkan pada
kebutuhan organisasi yang diperoleh dari analisis beban
kerja.

(21 Pedoman penghitungan formasi jabatan Analis Kebijakan
diatur lebih lanjut oleh instansi Pembina.

BAB XIII
KENAIKAN PANGKAT/ JABATAN

Pasal 30

(1) Analis Kebijakan dapat dinaikkan pangkat, apabila
memenuhi syarat:

a. mencapai angka kredit yang dipersyaratkan;

b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dalam
pangkat;

c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2

(dua) tahun terakhir; dan

d. syarat lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan.

(21 Analis Kebijakan dapat dinaikan jabatannya setingkat
lebih tinggi, apabila memenuhi syarat:

a. mencapai angka kredit yang dipersyaratkan dalam
pangkat terakhir;

b. memiliki masa kerja 1 (satu) tahun dalam jabatan;

c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir; dan

d. tersedia formasi jabatan.

(3) Analis Kebijakan yang akan naik jabatan ke jenjang
Utama, selain memenuhi ketentuan pada ayat (21, wajib
memiliki rjazah Doktor atau sederajat.

(4) Analis Kebijakan yang akan naik jabatan diikuti dengan
kenaikan pangkat, kenaikan jabatan ditetapkan sebelum
kenaikan pangkat.

BAB XIV ...
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BAB XIV
PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu
Pembebasan Sementara

Pasal 3 I
Analis Kebijakan dibebaskan sementara dari jabatanoys,
apabila:

a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk
persalinan anak keempat dan seterusnya;

c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau

d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Analis
Kebijakan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali

Pasal 32

(1) Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dapat
diangkat kembali dalam jabatan Analis Kebijakan apabila
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak
bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.

(21 Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dapat
diangkat kembali ke dalam jabatan Analis Kebijakan
apabila yang bersangkutan telah selesai cuti di luar
tanggungan negara.

(3) Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, harus
diangkat kembali ke dalam jabatan Analis Kebijakan
setelah habis masa tugas belajarnya.

(4) Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, dapat
diangkat kembali ke dalam jabatan Analis Kebijakan
apabila yang bersangkutan ditugaskan kembali ke unit
yang membidangi kajian dan analisis kebijakan.

(5) Pengangkatan kembali dalam jabatan Analis Kebijakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2ll, dan (3),

dengan menggunakan angka kredit terakhir yang
dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari tugas
pokok Analis Kebijakan yang diperoleh selama
pembebasan sementara.

(6) Pengangkatan ...
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(6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Analis Kebijakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi
sebagai berikut :

a. lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan sesuai
dengan pangkat terakhir yang dimilikinya;

b. usia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.

Pasal 33

Pembebasan sementara dan pengangkatan kembali jabatan
Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan
Pasal 32 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 34

(1) Analis kebijakan yang tidak dapat mencapai target angka
kredit yang ditetapkan dalam SKP dibawah 5oo/o dijatuhi
hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

(21 Analis Kebijakan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat
berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan
jabatan, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang
jabatan yang baru.

(3) Penilaian prestasi keda dalam masa hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai sesuai
dengan jabatan yang baru.

BAB XIV
PEI{YESUAIAN (INPASSI]Vq DALAM JABATAN DAN ANGKA

KREDIT

Pasal 35

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan
Menteri ini telah dan masih menjalankan tugas di bidang
kajian dan analisis kebijakan berdasarkan keputusan
pejabat yang berwenang dapat disesuaikan (di-inpassing/
ke dalam jabatan fungsional Analis Kebijakan
berdasarkan Peraturan Menteri ini.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan (di-inpassing/
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi
syarat sebagai berikut:

a. berijazah paling rendah magister (s2) dari perguruan
tinggi paling kurang terakreditasi B;

b. pangkat paling rendah Pembina tingkat I, golongan
ruang IV la;

c. memiliki .,.
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c. memiliki kompetensi analisis kebijakan yang
dibuktikan dari pengalaman jabatan paling kurang 5
tahun;

d. lulus uji kompetensi;

e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1

(satu) tahun terakhir; dan

f. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun

(3) Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2ll, diberikan angka
kredit sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Menteri ini.

(4) Angka kredit sebagaimana tersebut dalam lampiran V

Peraturan Menteri ini, hanya berlaku sekali selama masa
inpassing.

(5) Pelaksanaan penyesuaian (inpassing) harus didasarkan
pada formasi jabatan Analis Kebijakan.

(6) Batas waktu pelaksanaan penyesuaian (inpassing) paling
Iambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini
diundangkan.

(71 Tata cara penyesuaian (inpassing) dan pelaksanaan uji
kompetensi dalam rangka inpassing diatur lebih lanjut
oleh Instansi Pembina.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Untuk kepentingan dinas dan pengembangan karier, Analis
Kebijakan dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural
atau jabatan fungsional lain.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih
lanjut oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala

Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 38 ...
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Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 5 Tahun 2OL2 tentang Jabatan F\rngsional
Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2OI3

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA,
ttd

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2013

MENTEzu HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OL3 NOMOR 1342

sesuai dengan aslinya
ala Biro Hukum, Ky'munikasi dan Informasi Publik,
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Lilu?tn t t
EI,RATI'RI| XEI,rERI PEXDA?AGUf,TAI APARATI'R XEGARA
DAI| RIFORIAAI BIROTNAAI REP:TALIK IIiDOITESIA
rouoR (5 TAIrrrx 2013
TIIITATC JATAIII I TGSIOrIL TXAIIS f,EBI.'AXAr
DAf TTG A NqTTTT

RIITCIAIT BEGTATAI DAT ATGEA REDIT .'ABATAN TUIGSOTAL ITALTA IEAI'AII/UI

NO. I'NSUR SI'B I'ITSI'R BUTIR I(EGIATAIT sATUArr EASTTL (SEf,IAPl
ANGKA
KREDIT PEL/IESIIITA

itffir,ffi #"w,ffi ffi#ffi,ffiffiffi tffili##'H'Wffi\I Pendidikan A Pendidikan Sekolah dan Memperoleh
Ijazah/Gelar Mengikuti pendidikan sekol,ah dan memperoleh gelar/ijazah:

I Doktor (S3) ljazah 200 Semua jenjang

2 Magister (S2) Ijazah 150 Semua jenjang

3 Sarjana (Sl) ljazah 100 Semua jenjang
B Diklat fungsional/ teknis di bidang

kebijakan serta memperoleh Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan Peliatihan
(STTPP)atau sertifikat

Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang kebijakan serta memperoleh
surat Tanda Tamat Pendidikan dan Peliatihan (srrpp) atau sertifikat:

I lamanya lebih dari 960 jam STTPP l5 Semua jenjang
2 lamanya antara 64I - 960 jam STTPP 9 Semua jenjang
3 lamanya antara 481 - 6aO jam STTPP 6 Semua jenjang
4 lamanya antara 161 - 480 jam SITPP 3 Semua jenjang

5 liamanya antara 81 - 160 jam STTPP 2 Semua jenjang

6 lamanya antara 3f - 80 jarn STTPP I Semua jenjang
7 lamanya antara lO - 30 jam STTPP I Semua jenjang

c Diklat Prajabatan Mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III STTPP 2 Semua jenjang
lII KaJian do- Analisis

Kebijakan
A Riset dan Analisis Kebijakan I Menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan Memo Keb$akan 3

Semua jenjang
Telaahan Staf 5

Ringkasan Kebljakan 10

Policy Paper 15

2 Merumuskan isue-isue kebijakan ke dalam rumusan masalah
kebijakan

Memo Kebijakan 3

Semua jenjang
Telaahan Staf 5

Ringkasan Kebijakan 10

Policy Paper 15

3 Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi implementasi Kebijakan Telaahan staf J

Semua jenjanglaporan hasil pemantauan
8

liaporan hasil Evaluasi 8
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NO. uilsnR I sun uilsrrR BITTIR XT'EIATAIT SATUAIT EASrL (SETIAPI ANGKA
KRTDIT PELIII(SANA

*dt ffi?+#Wfffi ffi?iffiffi?wffip,s

B

4 Pen5rusunan Naskah Akademik
SiFtrig#F"ffi

NaskahAkademik RUU
40

Semua jenjang

Naskah Akademik
Rancangan Peraturan

Presiden

32

Naskah Akademik
Rancangan Peraturan

Menteri

24

Naskah Akademik
Rancangan Peraturan

Daerah

16

Rekomendasi Kebijakan I tJtrqraKan reKomenoasr r<e bualftrn Memo Kebijakan 3

Semua jenjang

Telaahan Staf 5

Naskah Akademik 8

Ringkasan Kebijakan IO

Policy Paper 15
2 Melakukan Fokus Group Oi"t us

kepentingan terkait dengan isu, masaliah dan atau kebijat<an
Rancangan Rekomendasi
Kebijakan/ Policy paper

15 Semua jenjang

3 Melakukan uji publik ratrcangan@ Rancangan Kebijakan
15 Semua jenjangc Komunikasi,koordinasi advokasi,

konsultasi dan negosiasi kebfakan
I Konsulrasl qengnn peJaDat publrk dan

pemangku kepentingan
Surat penugasan 1

5

Semua jenjang

2 Menyelenggarakan konsultasi, aiato
pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap usulan
r€rncangan kebijakan

daftar konsultasi dan hasil
konsultasi

Semua jenjang

Semua jenjang

3 Melakukan konsultasi, dialog a"n ai@
kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap kebijaka;

Surat penugasan

I

3

4 Melakukan advokasi kebijakan laporan advokasi kebljakan
Semua jenjang

5 Melakukan diseminasi kebijakan laporan Diseminasi
kebijakan 3 Semua jenjang

6 Menyampaikan gagasan tetii.t an@ Bahan pidato/
ceramah/presentasi 5 Semua jenjang

D Publikasi hasil Kajian kebijaka- I ncrsu KaJrtr,l yang crrpuolkasrkan ctalam bentuk:

a

b

Monograf Monograf Kebijakan l5 Semua jenjang
Buku referensi tingkat nasional Buku Referensi Kebijakan 20

Semua jenjang

Semua jenjang

Scmrra iania--

c Buku referensi tingkat internasional Buku Referensi Kebijakan 25

d Arrikel dalam jurnal ilmiah tidak terakreditasi Artikel Kebijakan 10
e Artikel dalam jurnal nasional terakreditasi Artikel Kebijakan l5 Semua jenjang
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ro. T'NSI'R SI'B I'NSI'R BI'TIR BEGIATAIT SATUAIT ITASTL (sErIAPf ATGEA
BREI'TT PEL/TESAIYA#t# WW ffi ffi.-ffi.#? Wffi

f Artikel dstnm jurnal intemasional
Artilcel KahiiaL 20 Semua jenjang

2 Hesil lraiiq- rrana Jiaa.iil- uPt swrrqJ|Mrr lrilua ungKaf :

Semua jenjang
a Nasional Makalah 5
b Internasional

MekalsS t0
3 Menulis artikel di media mass€t Setiap artikel 5 Semua jenjangItr lPeagembanganprofesl A Perolehan GelarTtja"atr fesa4anaZi

Lainnya
Memperoleh Gelar/Ijazah t itt ya"

a Doktor (S3) Ij"-ah 30 Semua jenjang
b Mo cic+--

ljazah 20 Semua jenjang

s"ffi1"";'sc Sarjana (Sl) Ijazah l5
B Pembuatan modul bahan ajar diklat

kebijakan uar srKraf KeDrJaxan Modul diklat t0 Semua jenjang

c Pembuatan model kebijakan sebagai
bahan diklat kebijakan ^curJalnan se oagal oalrall ljrklat kebrJakan Model Kebijakan l0 Semua jenjang

D Pembuatan al,at bantu diklat kebijakan ulerangKar Keras/ lunak, drklat kebijakan Alat Bantu l0 Semua jenjang

E Pembuatan audio visual untuk dikl-
kebijakan

un[ur{ (IrKtat EeDrJar<arl Alat Bantu gambar/ suara
diklat

10 Semua jenjang

F Pengembangan Buku pedoman te"targ
Kebijakan

r5,@r pu^tl rcLr(Jurart fentang [eDrJaKaIl Buku Pedoman 10 Semua jenjang

G Pen5rusunan/ pengembangan
juklak/juknis di bidang analisis
kebijakan

eru r/ 'rErrgeruuangKan JuKlaK/Jukrus dl brdang analisis kebijakan JukJak/juknis 10 Semua jenjang

H Perolehan gelar kehormatan akademis rrr9urlrEr 6sr.r.r Kerlofrrlatan axaoemrs: Alat Bantu l0 Semua jenjang
a Setara Doktor (S3) Surat pernyataan / gelar

kehormatan
15 Semua jenjang

b Setara Magister 52) surat pernyataan/ gelar
kehormatan

10 Semua jenjang

I Perolehan penghargaan, tanaa lasa,
tanda kehormatan atau penghargaan
liainnya

Memperoleh penghargaar, taodu
lainnya: AIat Bantu t0

a. Penghargaan/ tanda jasa sa@
l) 30 (tiga puluh) tahun

Piagam Satya Lancana
Ikrya Satya

3 Semua Jenjang

2) 20 (dua puluh) tahun
Piagam Satya lancana

I(arya Satya

2 Semua Jenjang

3) l0 (sepuluh)tahun
Piagam Satya La.ncana

Karya Satya
I Semua jenjang
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b. 
ll'enghargaan 

lainnya dari pemerintah

2l Provinsi

saTuAtr EAsrL (SEf,IAPl
AITGKA
BREDIT PEL/IIGAITA

- ffi

Piagam Penghargaan I Semua jenjang

Piagam Penghargaan 0,5 Semua jenjangIV lPetr'-'{errg Tugar Analig
lKeb{akan

A Pengajar/ Pelatih Pada Diklat
Fungsional/Teknis di Bidang Kebijakan

rSqJ / ruE&rLrfl pa(ra quilat rungsronal/tekrus brclang kebijakan Jam Pelatihan 0,5 Semua jenjang

rrr.r.rl strrul an<fu qaffitm Demrnar/
Lokakarya/ Konferensi/ Delegasi Ilniah
di Bidang Kebijakan

Mengikuti seminar/ lokakarya/ konferensi di bidang kebiJ'al*n sebagai

r sur4-ilrattr/ IIeu asuIIlDer

@@
3) lTingkat L,okal

Setiap kegiatan 6 Semua jenjang

Setiap kegiatan 4 Semua jenjang

Setiap kegiatan 3 Semua jenjang
l,sur udr4l'/ trr(xteraf,o

l) lTinekat Internasional
I-@

3) lTingkat Lokal

Setiap kegiatan 3 Semua jenjang

Setiap kegiatan 2 Semua jenjang

Setiap kegiatan I Semua jenjang
ec Lu.r, rdrrrllzl penyerenggara/ oelega$ ilmtall
rf l'l'urgkatlnternasionalI_
2) l'l'mgkat Nasional

I

Setiap kegiatan 6 Semua jenjang

Setiap kegiatan 4 Semua jenjang

Setiap kegratan 2 Semua jenjang
IrcDCr til,

t) lTinskatlnternasional'l

@
3) lTingkat Lnkal

Setiap kegiatan 3 Semua jenjang

Setiap kegratan 2 Semua jenjang

Setiap kegiatan I Semua jenjang
u. 

| 
rur56vE paurua pcuyerenggara/ oeletasr ilrnrah

ll) lTingkat lntent
II

ut"ttj

Setiap kegratan 3 Semua jenjang

Setiap kegratan 2 Semua jenjang

Setiap kegratan I Semua jenjang
c Keanggotaan dalam Organisasi profesi

16q

u

4
3)

t Internasional

t Nasional

@

Setiap tahun 2 Semua jenjang

Setiap tahun I Semua jenjang

Setiap tahun 0,5 Semua jenjang
r66vB

Lt 
lrur6Karl 

rrrle[raslonal

2) lTingkat Nasional

3) lTingkat Provinsi/Kabupaten/Kota

Setiap tahun 1,5 Semua jenjang

Setiap tahun 0,7s Semua jenjang

Setiap tahun 0,5 Semua jenjang



Keanggotaan dalam Tim Penilaian
fu ngsional Andis kebijakan,

Menjadi anggota Tim Penilai 4"gk" Ikedit Jabatan Fungsional Angka Kredit

ai dengan aslinya
la Biyo Hukum, Komu dan Informasi Publik

ndaru

UENTERI PETDAYAGI'IYAAI APARATI'R ITEGARA

DAII REII'ORIASI BIROKRASI REPIIBLIK MDOIIESIA

ttd
AZWAR ABT'BAI(AR



LIMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARTq,TUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2OI3
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAXAN
DIN ANGXA KRIDITIIYA

JUMLAII ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING REITD/IH UNTUK PENGIINGXATAII
DAIT XEITAIKAI'I JABATAN/PATTGXAT AIIALIS XEEIJAT<AN DEI{GAI| PETDIDIKAN SARJA]TA (SU

MENTERI PEITDAYAGUNAAN APARATUR I{DGARA

DAN REFORMASI BTROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd
AZWAR ABUBAI(AR

Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Fublik,

suai dengan aslinya

No UNSUR PERSENTASI
JENJANG JABATAN/GOLONGAIY RUANG DAN ANGI(A KREDIT

PERTAIIIA MUDA MADYA UTAMA
lllla; III/b III/c UUA lll la rvlb IVlc rvld lll leI UT

a.

AMA

JPendidikan
I

ll). Pendidikan formal r00 100 100 100 100 r00 100 100 100

b.

c.

2). Pendidikan dan Pelatihan

Kajian dan Analisis Kebijakan

Pengembangan profesi

> 8Oo/o 40 80 160 240 360 480 600 760

2 PENUNJANG

Penunjang tugas Analis Kebijakan
<20Vo 10 20 40 60 90 120 150 190

JUMLAH 100 150 200 300 400 550 700 850 1050



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYACUNAAN APARATUR NEGARA
DAIY REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TATIUN 2OI3
TENTANG JAIATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAXAN
DAI{ ANGKA XR.EDITNYA

JUIILAH AIIGXA XRTDIT I('IIULATIF PArltG RITIDAE UNTUI( PETOANGKATAIT
DAI{ XENAIKAIT .TaBATAN/PANGI(ar ANALIS KEBIJAXAI DErrcAt{ PENDrDIxA.lt uacrsrDR ls2}

MEIITERI PENDAYAGUNAAIY APARATUR NEGARA
DAIY REFORT.TASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd
AZWAR ABT'BAKAR

No UNSUR PERSENTASI
JENJANG JABATAI{/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT

PERTAMA MUDA MADYA UTAIVIA
ur/b III/c rrr/d IV/a rv/b IlIlc rvld IlIleI UT

a.

AMA

lPendidikan
I

l1). Pendidikan formal 150 150 150 150 150 150 r50 150

b.

c.

2). Pendidikan dan Pelatihan

Kajian dan Analisis Kebijakan

Pengembangan profesi

>- 8Oo/o 40 r20 200 320 440 560 720

2 PENUNJANG

Penunjang tugas Analis Kebdakan
< 2O o/o 10 30 50 80 110 r40 r80

JUMLAH 150 200 300 400 550 700 850 1050

dengan aslinya
Hukum, Komu dan Informasi Publik.



JUMLAH ANGI{A KREDIT KUMULATIF
DAN KENAII{AN JABATAN/PANGI{AT ANALIS

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAI{AN
DAN ANGI(A KREDITI{YA

PALING RENDAH UNTUK PENGANGI(ATAN

KEBIJAT{AN DENGAN pENDrDrr(An DOKTOR (S3l

No UNSUR PERSENTASI
JENJANG JABATAN/GOIONGAI{ RUAIYG DAN AI{GI(A I(REDIT

MUDA MADYA UTAMA
IIII e rn/d tll la ry/t tll lc nlla tllle

I UT

a.

AMA

lPendidikan
I

l]). t."Oidikan formal 200 200 200 200 200 2AO 200

b.

c.

2). Pendidikan dan Pelatihan

Kajian dan Analisis Kebijakan

Pengembangan profesi

> 80% 80 160 280 400 520 680

2 PENUNJANG

Penunjang tugas Analis Kebijakan
<200h 20 40 70 100 130 t70

JUMLAH 200 300 400 550 700 850 1050

sesuai dengan aslinya
pala Biro Hukum, Kor2dnikasi dan Informasi Publik,

o

MENTERI PENDAYAGI'NAAIT APARATTIR NEGARA
DAIY REFORMASI BIROKRASI REPI'BLIK INDONESIA,

ttd
AZWAR ABUBAI(AR

Kuswandaru



LAMPIRAIT V
PERATURAN MEITTERI PENDAYAGUNAAX APARATUR NEGARA
DAI{ REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2013
TEITTANG JABATAN FUNGSIO1TAL AI{ALIS KEBIJAKAN
DAI{ AITGKA KREDITITYA

ANGKA KREDIT KUMULATIF
ur{TuK PEI{YESUAIAN (IMASSIM/ DALAM JABATAN FUI{GSIOI{AL AtrAtIS KEBIJAKAN

No GOLONGAN RUANG ST"IB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT
ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN

KURANG 1

TAHUN
1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN

4 TAHUN/
LBBIH

I 2 3 4 5 6 7 8
1 IlIla Sarjana (St1 TDiploma IV (D.IV) 100 113 r25 136 148

2 rrr/b Sarjana (S1) /Diploma IV (D.IV) 150 t64 t75 186 r97
Masister (S2) 150 166 177 188 199

3 III/c
Sarjana (S1) /Diploma IV (D.IV) 200 224 247 27r 294

Maeister (S2) 200 226 249 273 296
Doktor (S3) 200 228 25r 275 298

4 rrr/d
Sar1ana (S1) /Diploma IV (D.lV) 300 322 345 368 391

Maeister (S2) 300 325 347 370 393
Doktor (S3) 300 327 349 372 395

5 IY la
Sariana (Sl) /Diploma IV (D.lV) 400 434 468 502 536

Maeister {S2) 400 437 47I 50s s39
Doktor (S3) 400 440 474 508 542

6 rv/b
Sarjana (S1) /Diploma IV (D.IV) 550 584 618 652 686

Masister (S2) 550 587 62r 655 689
Doktor (S3) 550 590 624 658 692

F7
I IY lc

Sarjana (S1) /Diploma IV (D.IV) 700 734 768 802 836
Maeister (S2l 700 737 77r 805 839
Doktor (S3) 700 740 774 808 842

t'',n,;\
Salin€r:r\e su ai den gan aslinya
\ 

jlr'"r

Plt\bpal.p Biro Hukum, Komunikasi dan
MENTERI PENDAYAGUIYAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIInformasi Publik.
ttd

AZWAR ABUBAKAR

ESIA,


